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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 04 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR. 

a. 	 bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan 
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
dalam tahun anggaran be~alan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2010; 

b. 	 bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APSD Tahun 
Anggaran 2010, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Dtonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3688); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. 	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. 	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan MInimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Namor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kine~a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan l embaran NegaraRepublik Indonesia Namor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Namor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 
4737); 

25. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

26. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2009 tentang 
Pengangkatan Drs.H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubemur 
Kalimantan Timur dan Drs. H. Fand Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubemur 
Kalimantan Timur masa JOOatan Tahun 2008-2013; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
PenyusunanAPBD Tahun 2010; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Trmur Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pakok PengeloJaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 37); 

30. Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan 
BeJanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur T ahun 2009 Nomor 10). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

dan 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 	 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2010. 
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Pasal1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sernula be~umlah 
Rp.6.234.387.n3.500,OO bertarnbah sejurnlah Rp.767.295.783.700,OO sehingga menjadi 
Rp.7.001.683.557.200,OO dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Sernula 
b. Bertarnbahl (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

5.734 .387.n3.500,OO 
568.849.357.868,09 

Jurnlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 6.303.237.131 .368,09 

2. Belanja 
a. Sernula 
b. Bertarnbahl (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

5.979.387.773.500,00 
737.836.497.700,00 

Jumlah BelanjaSetelah Perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Rp. 6.717.224.271 .200,OO 
Rp. (413.987.139.831 ,91) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Sernula 
2) Bertarnbahl (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

500.000.000.000,00 
198.446.425.831,91 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 698.446.425.831 ,91 

b. Pengeluaran 
1) Sernula 
2) Bertambahl (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

255.000.000.000,00 
29.459.286.000,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 284.459.286.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 413.987.139.831,91 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. Nih i I 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Sernula 
2) Bertambahl (berkurang) 

Rp. 2.070.872.900.000,00 
Rp. 209.485.661 .368,09 

Jurnlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.280.358.561 .368,09 

b. Dana Perimbangan 
1) Sernula 
2) Bertambahl (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

3.656.514.873.500,00 
358.963.696.500,00 

Jurnlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 4.015.478.570.000,OO 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1) Sernula Rp. 7.000.000.000,00 
2) Bertambahl (berkurang) _RpL­.__4_0_0_.00_0_.0_oo----'-,--'--­OO__ 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp.7.4oo.ooo.ooo,00 



d. 

b. 

c. 





d. 

e. 

f. 

g. 

h. 



c, 



c. 
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Pasa' 7 

Peraturan daerah ini mula; bertaku mulai tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 


Ditetapkan di Samarinda 
pada tan99al 06 September 2010 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

H. AWANG FAROEK ISHAK 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 06 September 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR, 


ttd 


H. IRIANTO LAMBRIE 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 04 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum Setda 


Provo Kim, 


/~////I, 

H. SOFYAN HELMI. SH, M.Si 
Pembina Utama Muda 
Nip. 195606281986021 004 


